TN
N

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAI-I PROVINSI SULAWESI TENGGARA

'NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH

Menimbéng

’ Mengingat

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

. a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan Bersama,;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan

-kepentingan umum dan peraturan perundang- )
‘undangan yang lebih tinggi; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang ~Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun Anggaran 2021.

. Undang-Undang ‘Nomor 13 Tahun 1964 tentahg

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah - Tingkat I di Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat 1 di Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I di Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor
2687);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003’ tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara-
Republik Indonesia Nomor 4286); ' :

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik :
Indonesia Tahun 2004 Nomor - 2005, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049); '

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

“Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

~dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, -

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
- 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangf
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia .’
Nomor 5340); ’
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-10.

11.

12,

18,

15,

- 16.

17,

18,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun = 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4575); 'v
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ‘Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor

4693); :

Peraturan Pemenntah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali - terakhir -
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Polmk

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil

' Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesm Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran ,

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); :
Peraturan Pemerintah Nomwor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); '

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran = Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); -

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang



19.

- 20.

21,

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Repubhk Indones1a

Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

~ Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 - Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indone31a Tahun 2018

- Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 12»
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

'Peraturan Menteri dalam Negen Nomior 62 tahun 2017

' tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

; Operalonal (berita negara Republik Indonesxa Tahun
2017 Nomor 1067);
22.

Peraturan Menteri Dalam N egen Nomor 36 Tahun 2018 |
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

 Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

- 23.

24,

25.

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan
Partai Politik; '

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 ﬂ
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pcndapatan ’
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; i
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
‘Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun -
2018-2023 (Lembaran Daerah Provms1 Sulawesi
Tenggara tahun 2019 Nomor 9). 3 o
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi = -
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13); ,



, Menctapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PROVINSI SULAWESI TENGGARA L
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMU’I‘USKAN

PERATUR.AN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ. A DAERAH :
TAHUN ANGGARAN 2021. '

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L

wa

Daerah  urusan - Pemenntahan dan  kepentingan
Masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai
batas-batas wﬂayah yang berwenang mengatur dan

‘mengurus; . : .
. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang;_Undang'

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan - yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom; _

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, . _
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara; :

. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Provmsxl

Sulawesi Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi
Sulawesi Tenggara; ’
Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajlban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya  segala bentuk kekayaan yang berhubungan'
dengan hak dan kewajiban Daerah; : '
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan ~yang - meliputi perencanaan, pelaksanaan, -
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah



10.

Anggaran Pendapatan dan BeIanJa Daerah, selanjutnya

- disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama -

~oleh .Pemerintah Daerah dan DPRD dan dltetapkan

" dengan Peraturan Daerah;

11.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- yang. selanjutnya disebut Penjabaran APBD mehpuu

12,

Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang
ditetapkan denga.n Gubemur,

Peraturan Kepala Daerah yang - selanjutnya d1sebut
Perkada adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara

- tentang penjelasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

13.

Belanja Daerah; v
Program adalah pen_]abaran kebgakan SKPD dalam

© bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

14.

16.

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

- untuk mencapai  hasil yang terukur sesuai dengan
- misi SKPD;

Pendapatan Daefah adalah hak Pemermtah Daerah yang

~ diakui sebagai penambah nilai kekayaan Daerah;
15.

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daei'ah ya.ng
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

- Pendapatan Daerah dan Belan_]a Daerah;

17.

Defisit Anggaran Daerah adalah sehs1h kurang antara

" pendapatan daerah dan belanja daerah;

18.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang pcrlu
di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

- diterima kembali, baik pada tahun ~anggaran yang

19,

bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya;

Sisa. Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluara.n anggaran selama satu (1) periode

 anggaran.

Pasa! 2

APBD terdm atas Pendapatan Dacrah Belanja Daerah dan ,
- Pembiayaan Daerah. : ‘
APBD Provinsi Sulawesi 'I‘enggara Tahun Anggaran 2021
bexjumlah Rp. 5.260.191.610.164,00 terdiri atas Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan

’ rmcnan sebagai berikut:

a.
b

C.

Pendapatan Daerah Rp. 4.158.361.809.779 OO
Belanja Daerah - Rp. 5.235.191.610.164,00
Defisi/Surflus Rp. ( 1.076.829.800.385,00)_
Pembiayaan Daerah ’ S
1. Penerimaan Rp. 1.101.829.800.385,00
2. Pengeluaran Rp. 25.000. 000 000,00 o
'~ Pembiayaan Netto Rp. 1.076.829.800.385, 00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0



Pasal 3 ,
Pendapatan . Daerah direncanakan  sebesar = Rp
4.158.361. 809 779 00 (Empat Triliun Seratus Lima Puluh
Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan
‘Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembllan
Rupiah }, yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer; dan
c. La1n-1a1n Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pasal 4
( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ‘dimaksud dalam
Pasal 3  huruf a “direncanakan = sebesar  Rp.
1.156.648.858.419,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh
 _Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta
 Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus -
- Sembilan Belas Rupiah ), yang terdm atas:
. a. Pajak Daerah; :
b. Retribusi Daerah; : ‘
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ya.ng di plsahkan
dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; .
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 931.823.505.992,00 (Sembﬂan
" Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh
Tiga Juta Lima Ratus L1ma R1bu Sembﬂan Ratus Sembllan
 Puluh Dua Rupiah)
,.(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.380. 912.475,00 (Dua
Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta
Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus ’I‘ujuh Puluh N
Lima Rupiah). -
_(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di plsahkan .
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan -
sebesar Rp. 64.694.885.668,00 (Enam Puluh Empat Milyar
- Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus -
" Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam - Puluh |
Delapan Rupiah). -
" (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. ;
135.749.554.284,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh

Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh
Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

: Pasal 5
» (1) Pendapatan Transfer sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 3

~ huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.960.493.408.700,00

(Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Empat



Ratus Sembﬂan Puluh Tlga Juta Empat Ratus Delapan e
~ Ribu Tujuh Ratus Rupxah) yang terdiri atas: ‘ L
' a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan SO
:,Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat sebagannana e
-+ dimaksud pada ayat (1) huruf a d:rencanakan sebesar Rp. - .
' 2.960.493.408.700,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Enam
,;"":_H;Puluh M11yar Empat ‘Ratus Sembllan Puluh Tlga Juta; S
}-}Empat atus Delapa.n R.lbu 'I‘ujuh Ratus Ruplah) L

L T : Pasa16 e e T T T e
i ’”Laun-lam Pendapatan ‘Daerah yang Sah sebagalmana_;ff_:"fj_.,"f S
RIS "'f";ﬁ[dmzaksud dalam pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. R
. 41.219.542.660,00 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus =
' Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua R1bu L
. Enam Ratus Enam Puluh Ruplah), yang terdm atas PR
' al Pendapatan Hibah. o N
fPendapatan Hibah sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) IR
©+ ‘huruf a: direncanakan sebesar Rp '41.219.542.660,00 -
- (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta .
- Lima Ratus Empat Puluh. Dua Rlbu Enam Ratus Enam o

. L Pasal7 SRR v N coy
o ,;:»_ Anggaran BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2021 dlrencanakan T T
- sebesar Rp. 5.235.191.610.164,00 (Lima Triliun Dua Ratus =~ =

i '",Tlga Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta SRR
,Enam ‘Ratus Sepuluh RJbu Seratus Enam Puluh Empat

.',‘,';.Ruplah),Yangterdln atas: |
- a. Belanja Operasi;
- b. BelanjaModal; T e
. c. Belanja Tidak Terduga, dan R R T
'd Belanja transfer R ST

o A o Pasals v S
Lo 'llbkb,.i‘v(l)Anggaran Belanja Operasmnal sebagalmana dlmaksud’ Ee
" dalam  Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.
2,945, 977 037.349,00 (Dua Triliun Sembﬂan Ratus Empat =~ = -
S Puluh Lima Mﬂyar Sembllan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta.
ey -'f_,lega Puluh Tujuh R1bu Tlga Ratus Empat Puluh Sembﬂan S
.’Rup1ah) yang terdm atas BUERARS? , ol
- Belanja Pegawai; ~ .~
'Belanja Barang dan Jasa ‘
"_'Belan]a Bunga; F
. Belanja Hibah; da.n T e
" e. Belanja Bantuan Sosial. L o T
(2) Belanja Pegawal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf Lo
j, -a dxrencanakan sebesar Rp. 1. 565. 391.961.994,00 (Satu'“;"
g Tnhun Lzma Ratus Enam Puluh lea Mxlyar Tlga Ratus W




' Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat -

" (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 811.486.793.457,00

(Delapan Ratus Sebelas Milyar Empat - Ratus Delapan Puluh
 Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat _
Ratus Lima Puluh Tujuh Rupxah), ’ o

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
‘direncanakan sebesar Rp. 82.238.452.640,00 (Delapan

- Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta
'Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat
- Puluh Rupiah);

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 481.720.879.258,00 (Empat .

" Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh
Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus
- Lima Puluh Delapan Rupiah); N
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dunaksud pada ayat -
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.138.950.000,00

~ (Lima Mllyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Semb:lan -
- Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) : '

. Pasal 9 o .
(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dxmaksud dalam
~Pasal 7 huruf b direncanakan ~ sebesar.  Rp.
1.699.941.765.799,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan
- Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu
© Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus
~ Sembilan Puluh Sembilan Ruplah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. ’
b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan .
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dlmaksud .
-pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
© 124.655.940.672,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar
Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat '
. Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah); :
(3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
676.530.127.408,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam’
~ Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh
- Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagalmana
- dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
 866.900.666.619,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam
Milyar Sembilan Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh
- Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah ); :
(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
. pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp.
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. 31.605.031.100,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus
~ Lima Juta Tiga Puluh Satg Ribu Seratus Rupiah). -

Pasal 10
'Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam- Pasal 7 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.
19.973.028.830,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapa.n Ribu Delapan
~ Ratus Tlga Puluh Rupiah). ’

Pasal 11

" (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 7  huruf d direncanakan sebesar Rp.
569.299.778.186,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan -
Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh

- Ratus Tujuh: Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh
Enam Rupiah ), yang terdiri atas: '
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja- Bagi- Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
huruf a direncanakan sebesar Rp. 512.556.454.186,00
(Lima Ratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh
'Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus
- Delapan Puluh Enam Rupiah). '

(3) Belan_]a Bantuan Keua.ngan sebagmmana dnnaksud pada )
cayat (1)  huruf b  direncanakan = sebesar Rp. -
56.743.324.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus
- Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu

. Ruplah) .

- _ , Pasal 12 N
Anggaran ' Pembiayaan Daerah Tahun Anggara.n 2021
direncanakan sebesar Rp. 1.101.829.800.385,00 (Satu Triliun
Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ruplah),v ’
yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan -
b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 13 v '

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud -

dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.

1.101.829.800.385,00 (Satu Triliun Seratus Satu Milyar

Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

- Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupxah), yang terdm
atas:

- a. Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya; . .
 b. Penerimaan Pinjaman Daerah; ' _
(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a -

direncanakan sebesar Rp. 241.066.735.765,00 (Dua Ratus
- Empat Puluh Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh
 Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima =
Rupiah); ' ' ‘
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(3) Penenmaan ijaman Daerah sebagalmana dxmaksud pada
~ayat (1) © huruf b direncanakan  sebesar. Rp.

. 860.763.064.620,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Milyar

. Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Emapt
Rlbu Enam Ratus Dua Puluh Ruplah)

- ' Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.
25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang
~ terdiri atas:

-~ a. Penyertaan Modal Daerah : o

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25. 000 000.000,00
(Dua Puluh Luna Mllyar Ruplah) '

' Pasal 15 i
(1) Selisih - Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan
~ Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp. -1.076.829.800.385,00 (Minus
Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua
- Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus :
, Delapan Puluh Lima Rupiah). _

(2) Pembiayaan Neto yang: merupakan selisih penerimaan

~ pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
 direncanakan sebesar Rp. 1.076.829.800.385,00 (Satu
Triliun Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh
~ Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh lea Ruplah Ruplah)

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
“belum  tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

meleblhl pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,

yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
- Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara -
terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala .
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada = Pimpinan DPRD selanjutnya o

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(2) Keadaan darurat sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: »
“a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kej ad1an luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasx pencanan dan pcrtolongan,
dan/atau;
- ¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu _
kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak. sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
o a Kgbutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
~ tahun anggaran bexjalan,
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b BelanJa daerah yang bersifat menglkat dan belan_]a yang

bersifat wajib;

c. Pengeluaran

daerah .yang berada dxluar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat dlpredlksxkan

sebelumnya,

serta ~ amanat peraturan perundang—

undangan; dan/atau

 d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan /atau masyarakat .

Pasal 17 .

Uraian leb1h lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
~ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I
- 2 ,bLampi_ranII

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

-~ 10.Lampiran X

" 11.Lampiran XI

- 12.Lampiran XII

13. Lampiran XIII

" 14. Lampiran XIV

15, Lampiran XV
- 16. Lampiran XVI

‘Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan ~APBD yang Diklasifikasi

-~ Menurut Urusan Pemenntahan Daerah

dan Organisasi; =

Rincian APBD Menurut Urusan-
Pemerintahan = Daerah, = Organisasi
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan =~ Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasﬂ dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran; :
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Rekapitulasi Belanja ,

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan

" Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasmnal
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah; .
Daftar Penyertaan Modal daerah dan
Investasi Daerah Lainnya; .

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah, “dan
Aset Lain-Lain; S
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak

(multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar PmJ aman Daerah.



- Tenggara tentang Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan =

13

Pasal 18 ’
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi -

Belanja Daerah sebagax landasan operasional pelaksanaan

APBD..

Pasal 19

, ;:vPeratura‘n Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
~ diundangkan. ‘ v - B ’ -

dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya," " memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

PARAF KOORD!NASI ~ ] . Ditetapkan di Ken

Nama

Jabatan |Pamf Pada tanggal M

R-Hy Bur oG

e SO GUBERNUR SUYAWESI TENGGARA,

Dre tggga MU, | At (T

Ur- ba- 6B, M | ol bpae | © )

LIMAZI

| LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021‘ i

” NOMOR |

' NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(1£17/2021)



